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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan, khususnya untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, antara lain mengenai Prosedur pemungutan PBB, pihak-pihak yang terkait, penyebab dan solusi masih adanya subjek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak PBB, tindakan yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB, dan upaya yang dilakukan jika Rencana Penerimaan PBB tidak terealisasi.
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Instansi pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Pada waktu itu peraturan-peraturannya masih menggunakan peraturan Belanda. Instansi pajak di Indonesia mula-mula bernama “De Inspective Finantien ” , yaitu badan yang mengurus soal-soal pemasukan pungutan pajak rakyat berdasarkan undang-undang Belanda.

Suatu jawatan Jepang yang mengurus soal-soal keuangan pada masa pemerintahan Indonesia “ Zaimuba “ pada tanggal 17 Agustus 1945 diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Pada waktu itu agresi militer I tanggal 12 Juli 1947, Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Concordia tepatnya di Gedung Merdeka dipindahkan ke daerah Bandung Selatan. Perpindahan ini dikarenakan adanya suatu demarkasi dalam peperangan, pada waktu pihak Belanda menguasai daerah sebelah selatan garis batas jalan rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur.

Pada waktu itu Belanda menguasai kantor keuangan yang kedua-duanya dipindahkan ke suatu tempat yang sekarang menjadi Rumah Sakit Immanuel, kemudian waktu pasukan Indonesia mundur ke sebelah selatan lagi maka personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan lagi ke Tasikmalaya dengan personil yang masing-masing berbeda pendapatnya yaitu :

1. Kelompok Cooperative, yaitu kelompok yang mau bekerjasama dengan Belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya tetapi tetap berkedudukan di Bandung.

2. Kelompok Non-Cooperative, yaitu kelompok personil yang ikut ke Tasikmalaya karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Menteri Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141 / KMK.01 / 1979 tanggal 6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.

2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 / KMK.01 / 1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak, semula Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kotamadya dan Kabupaten Bandung yang terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak antara lain tiga Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung yaitu :

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung

2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung

3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No.21 Bandung

4. KPP Bandung Cimahi di Cimahi.

Kemudian dipecah lagi menjadi lima KPP, yaitu :

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung

2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung

3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No.21 Bandung

4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No.155-157 Bandung

5. KPP Cimahi di Cimahi
Selanjutnya pada akhir tahun 2007, sehubungan dengan adanya peleburan KP.PBB, KARIKPA, dan KPP menjadi KPP Pratama dan KPP Madya maka KPP Bandung Cibeunying dirubah menjadi KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai KPP hasil peleburan bagian KPP Bandung tengah.
4.1.2
Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

4.1.2.1
Visi:
“Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”.

4.1.2.2
Misi:
a. Misi Fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

b. Misi Ekonomi yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.
c. Misi Politik yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa.

d. Misi Kelembagaan yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan demokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
4.1.3
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas: 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

2. Sub Bagian Umum.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

4. Seksi Pelayanan.

5. Seksi Penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan.

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
4.1.4 Deskripsi Tugas

Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan,  Bea Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan,  dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan, sedangkan Bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan  pengolahan  surat pemberitahuan,  serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan akfif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesui ketentuan yang berlaku.
6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. 
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV

Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV. Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, Analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPP yang bersangkutan.
c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.1.5
Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama bandung Cibeunying, memberikan pelayanan publik dengan baik  kepada wajib pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bandung Cibeunying aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur  yang mudah dan sistematis.

2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakn dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.
4.2
Pembahasan

4.2.1
Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di KPP Pratama Cibeunying
Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di KPP Pratama Cibeunying yaitu diawali dengan mendaftarkan objek pajak (mengisi SPOP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, selanjutnya KPP / DJP akan membarikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan diakhiri oleh Wajib Pajak dengan membayar PBB terhutang kepada Bank, Pos, dan lembaga-lembaga yang di tentukan oleh pemerintah.

Dalam mendapatkan data terhutang objek pajak, Subjek pajak diharuskan mendaftarkan objek pajaknya, yaitu dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP ini harus diisi dan dikembalikan kepeda Direktorat Jendral Pajak  (DJP) / Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dimana letak objek pajak berada. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan tepat waktu dalam pengembaliannya, serta telah di tandatangani oleh Subjek pajak, dan jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP.

Setelah SPOP dikembalikan oleh subjek pajak kepada DJP dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan data yang ada dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diterima dari Subjek pajak. Jika data SPOP yang dilaporkan subjek pajak kepada DJP datanya sama percis (cocok) dengan data di lokasi, maka subjek pajak harus membayar pajak terhutangnya ke lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Bank, Pos, dan lembaga-lembaga lainnya) sesuai dengan jumlah yang tercantum di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan waktu jatuh tempo 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan apabila data yang dilaporkan oleh subjek pajak tidak cocok (lebih kecil jumlahnya) dengan data sesungguhnya di lokasi, maka DJP akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah denda 25% dari selisih pajak terutang.

Apabila subjek pajak dalam jangka waktu 30 hari tidak mengembalikan SPOP ke DJP / KPP, maka DJP akan melakukan peneguran secara tertulis, dan jika subjek pajak belum juga mengembalikan SPOP, maka DJP akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah denda 25% dari pokok pajak dengan jangka waktu jatuh tempo selama 1 (satu) bulan.

Jika dalam jangka waktu jatuh tempo sebjek pajak tidak melunasi atau kurang bayar, maka DJP akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah denda 2% perbulan (maksimal 24 bulan) dengan jangka waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) atau KPP Pratama dapat melaksanakan tindakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tidak atau kuang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran. Setelah itu dilakukan penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya ST, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB/KPP Pratama segera menerbitkan Surat Paksa (SP). Setelah lewat waktu 2x 24 jam sejak Surat Paksa (SP) diberitahukan kepada Penanggung Pajak, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB/KPP Pratama segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB/KPP Pratama segera melaksanakan Pengumuman Lelang (PL). Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB/KPP Pratama segera melaksanakan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang. Dalam hal dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada Penanggung Pajak dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak ST diterbitkan.
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Gambar 4.1

Flowchart Prosedur Pemungutan PBB

4.2.2
Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Cibeunying.
Pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan PBB di KPP Pratama Cibenying adalah :

1. Pemungut PBB (KPP Pratama Bandung Cibeunying)
1. Petugas TPT

Petugas TPT bertugas menerima permohonan pendaftaran objek pajak baru dari Wajib Pajak untuk diteliti kelengkapan persyaratannya dan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pendaftaran, dan kemudian diserahkan kepada Kepala seksi Ekstensifikasi.

2. Seksi Ekstensifikasi
a. Kepala Seksi Ekstensifikasi

· Kepala Seksi Ekstensifikasi menyerahkan berkas permohonan pendaftaran beserta LPAD kepada Pejabat Fungsional Penilaian (PFP) untuk melakukan penelitian kantor.
· Menerima Konsep Berita Acara (KBA) penelitian kantor dan berkas permohonan pendaftaran beserta LPAD dari Pejabat Fungsional Penilaian.

· Mempelajari dan memaraf Konsep Berita Acara (KBA) penelitian kantor dari Pejabat Fungsional Penilaian dan kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor.

· Menerima Konsep Berita Acara (KBA) penelitian kantor yang sudah ditetapkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor

· Menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk melakukan pemuktahiran data grafis dan proses penatausahaan berkas selanjutnya.

b. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi

Melakukan pemuktahiran data grafis, kemudian meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dilakukan perekaman data.

3. Pejabat Fungsional Penilaian

Menerima berkas permohonan pendaftaran beserta LPAD, melakukan penelitian kantor, dan membuat Konsep Berita Acara (KBA) penelitian kantor untuk diberikan kenbali pada Ketua Seksi Ekstensifikasi.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
a. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Menerima berkas permohonan pendaftaran dari Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan menugaskan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan proses pembetukan basis data dan penatausahaan berkas selanjutnya.

b. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), mencocokan berkas permohonan pendaftaran dengan DHR, dan mengenerate produk keluaran (spooling SPPT, DHKP dan STTS) serta meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Seksi Pelayanan.

5. Seksi Pelayanan

a. Kepala Seksi Pelayanan 

· Menerima berkas permohonan pendaftaran dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep produk hukum (KPH).

· Menerima konsep produk hukum (KPH) dari Pelaksana Seksi Pelayanan untuk diteliti, disetujui dan diparaf, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor.

· Menerima konsep produk hukum (KPH) yang sudah diteliti, disetujui dan diparaf oleh Kepala Kantor.
b. Pelaksana Seksi Pelayanan

Menerima berkas permohonan dari Kepala Seksi Pelayanan dan mencetak konsep produk hukum (KPH) untuk diberikan kembali kepada Kepala Seksi Pelayanan .

6. Kepala Kantor

· Menerima Konsep Berita Acara (KBA) penelitian kantor dari Kepala Seksi Ekstensifikasi yang sudah di tandatangani untuk mereview, menetapkan dan menandatangani Konsep Berita Acara (KBA) penelitian kantor tersebut, dan kemudian memberikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk dilakukan pemuktahiran data grafis.
· Menerima Konsep Produk Hukum (KPH) dari Kepala Seksi Pelayanan untuk mereview, menetapkan, dan menandatangani konsep produk hukum (KPH) tersebut, dan kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk Proses selanjutnya ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

7. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan bertugas melakukan penagihan aktif apabila terjadi piutang pajak (pajak belum dibayar) dan usulan penghapusan piutang pajak sesui ketentuan yang berlaku.
2. Yang dipungut PBB (Orang Pribadi dan atau Badan).
Orang Pribadi (OP) dan atau Badan yang terkait dalam pemungutan PBB di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah OP dan atau Badan yang masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying. Adapun wilayah-wilayahnya dapat dilihat di lampiran 10.
3.
Tempat Permbayaran PBB 
Tempat pembayaran PBB terhutang adalah Badan atau Lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah, antara lain Bank dan Pos.
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Gambar 4.2

Flowchart Seksi-Seksi yang Terkait Dalam PBB

4.2.3
Penyebab dan Solusi Masih Adanya Subjek Pajak Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak PBB Di KPP Pratama Cibeunying.
4.2.3.1
Penyebab Masih Adanya Subjek Pajak Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak PBB Di KPP Pratama Cibeunying.
Ada beberapa Penyebab belum terdaftarnya Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak PBB di KPP Pratama Cibeunying, yaitu :
1. Sensus kependudukan yang masih mengalami masalah.
Sensus kependudukan sangat berperan penting dalam menentukan subjek pajak menjadi wajib pajak PBB, yaitu menentukan banyaknya masyarakat (subjek pajak) yang mempunyai Objek Pajak PBB. Masih mengalami masalahnya sensus kependudukan berakibat masih adanyanya objek pajak yang belum terdaftar/teridentifikasi.
2. Faktor kejujuran dari masyarakat

Banyak wajib pajak yang mendaftarkan objeknya sebagai fasilitas umum dengan pengesahan dari Pemerintah Daerah setempat. Padahal objek pajak tersebut nyata-nyata digunakan sebagai rumah tinggal ataupun tempat usaha.

3. Tidak berjalannya perjanjian kerjasama antara DJP dengan Pemda.

Pertukaran data dan informasi dari pihak Pemda kepada DJP seperti hasil penerbitan IMB ataupun perizinan lainnya belum berjalan sebagaimana mestinya.
4.2.3.2
Solusi Masih Adanya Subjek Pajak Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak PBB Di KPP Pratama Cibeunying.

Solusi Masih Adanya Subjek Pajak yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak PBB Di KPP Pratama Cibeunying adalah :

1. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran hingga pembayara PBB kepada aparat pemerintah setempat (Kelurahan, RT, RW,) dilakukan secara berkala.
2. Menggalang kampanye sadar pajak baik di media cetak maupun media elektronik. 

3. Sosialisasi secara intensif bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

4. Perjanjian kerja sama antar Lembaga Pemerintah/BUMN misalkan PLN, Telkom, Dinas Tata Kota/Pemda Tk II agar data-data kepemilikan objek lebih tepat, akurat dan up to date.

5. Penyisiran ke lapangan (pengecekan ke daerah-daerah) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

6. Pemberian kemudahan akses dengan menjalin kerjasama dengan beberapa Bank sebagai tempat penerima pembayaran sehingga Wajib Pajak tidak terikat harus membayar disalah satu tempat saja.

7. Program Tempat Penyuluhan Terpadu Keliling dengan sarana “Mobil TPT Keliling” sebagai media akses pelaporan ataupun konsultasi pajak. 
4.2.4
Upaya Yang Dilakukan KPP Pratama Cibeunying Dalam Mengoptimalkan Penerimaan PBB
1. Intensifikasi perpajakan
 Yaitu melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak PBB yang telah terdaftar antara lain melalui:

a. Pemutakhiran basis data PBB agar data objek dan subjek PBB tetap up to date, dengan cara melakukan pendataan langsung ke lapangan.

b. Melaksanakan Penilaian terhadap objek pajak secara rutin, baik berupa penilaian masal (untuk objek pajak standar dan kecil) maupun melakukan penilaian individu untuk objek pajak bukan standar / besar dan objek khusus.

c. Meng update resource Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan.

d. Melaksanakan analisis penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) secara rutin sebagai dasar dalam menentukan NJOP tanah.

e. Melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media iklan agar masyarakat taat pajak.

2. Ekstensifikasi perpajakan 
Yaitu upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan PBB dari objek pajak yang belum terdaftar, antara lain melaui kegiatan pendataan objek dan subjek pajak baru.
4.2.5
Upaya Yang Dilakukan KPP Pratama Cibeunying Jika Rencana Penerimaan PBB Tidak Terealisasi
Tidak tercapainya target penerimaan PBB untuk suatu KPP tentunya memberikan citra buruk terhadap kinerja KPP tersebut. Maka dari itu setiap KPP berupaya agar Rencana Penerimaan PBB dapat terealisasi. 

Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Cibeunying yaitu melakukan target dan monitoring secara rutin terhadap pencapaian realisasi penerimaan dengan menyusun laporan dari unit terbawah (kantor pelayanan pajak) kepada kantor diatasnya hingga kantor pusat. Target dan monitoring tersebut dibuat dalam target mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan. Laporan tersebut memonitor supaya penerimaan tersebut mencapai target, apabila ternyata penerimaan tidak mencapai target, maka dilakukan tindakan-tindakan penagihan seperti melalui himbauan, teguran, Surat Tagihan Pajak, maupun dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa hingga proses sita dan lelang.
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